
PERATURAN BUPATI PURWORE'O
NOMOR ?4 TAHUN 2C2I

TEI{TANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.'A

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PURWORF^IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURIVORE.JO, .

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Ihbupaten hl*orejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Daerah o

b. bahwa dengan

c. bahwa

I

pertimbangan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan
Daerah l(abupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2O17
tentang Peirrbahan . Atas Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan.
Daerah o, telah
Peraturan Bupa.ti Purworejo Nomor 85 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susurran Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Daerah l(abupaten Purrrorej o ;

Peraturan Menteri
Aparatur Negara dan Reformasi

Nomor 17 Tahun 2O2L tentang
Jabatan ke Dalam

Jabatan dan Peraturan Menteri
Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2I tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi

Untuk
maka Peraturan Bupati se
pada hrruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu
diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupa.ti yang
baru;

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fung;i, serta Tata
Ke{a Badan Kepegawaian Daerah Kabupa.ten
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah dafam
Lingkungan Propinsi Jawa Tenga-h (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang
Pemerintahan Daerah(kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
selagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tr;ntang
Cipta Kerja (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Daerah Negara

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 64021; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2O2l tentatg Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 525);

5. Peraturan Menteri Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentsng
Penyederhanaan Strukhrr Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birol<rasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kabupaten
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten (kmbaran
Daerah Kabupaten Purrrorejo Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Pur:rrorejo
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2Ol7
tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
(kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah
Purworejo Nomor 1);

Nomor 14
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Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.IA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PURWORE.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adatah penyelenggaraan Urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan RalVat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Undang DasarIndonesia sebagai6sla dimaksud dalam Undang-
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Punrorejo.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala

BKD, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Purworejo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BKD.
8. Sekretaris BKD yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BKD.
1O. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BKD.
ll.Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya dalam suatu satuan kerja sebageimena diatur dalam

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit
pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UpT,
adalah kepala unit kerja pada BKD yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

peraturan
instansi.

pegawar
instansi

perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

3

xt 3. 4. 5. 6.r 7

frt n
I I ,TL

$i

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


15. Jabatan
Jabatan

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BKD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah I(abupaten Purworejo.

(2) BKD dipimpin oleh Kepala BKD.

Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

BKD tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan Daerah, yang meliputi perencanaan dan
pengembangan karier, pengembangan sumber daya manusia, serta
mutasi dan pembinaan.

Bagian Ke+iga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD
menyelenggarakan fu ngsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melaksanakan tugas dukungan

teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di lingkup bidang kepega.waian, pendidikan dan

tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan
tugas dan fungsi.
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BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BKD, terdiri atas:
a. Kepala BKD;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan dan Karier;
d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
e. Bidang Mutasi dan Pembinaan;
f. UPI; dan
g. Kelompok Jabatan

(2) Bagan Organisasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala BKD

Pasal 6

Kepala BKD dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a
tugas tugas dan fungsi BKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala BKD, berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas penyEpan perumusan
kebiiakan teknis dan tugas bidang secara terpadu,
melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi penencanaan,
evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian.
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a.
b.
c.

d.

e.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fu ngsi:

perumusan kebijakan teknis;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;

pelayanan dan
administrasi perencanaan,evaluasi, pelaporandan umum;

dan
administrasi keuangan dan kepegawaian; dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BKD
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal lO

(1) Susunan Selrretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;dan
b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasd 11

Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai
tugas bahan dan kebljakan
teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan,
evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, menJrusun
program, mengelola sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana,
ketatausahaan, rumahtangga dan perlengkapan di lingkungan BKD, serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugasj

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian, yang
meliputi mengelola keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta

organisasi dan tatalaksana di lingkungan BKD, serta melaksanakan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

Bagan Keempa.t
Bidang Perencanaan Dan Pengembangan l(arier

Pasal 13

(f) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier berkedudukan di
bawah dan jawab kepada Kepala BKD.
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(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 14

Bidang Perencanaan dan Pengembangan lGrier sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perumusan
kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan bidang

dan informasi kepegawaian, yang meliputi formasi dan
pengadaan pegawai, jabatan, pengola-han data dan informasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang formasi dan pengembangan;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang jabatan;
c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, peLaksanaan,

dan pengendalian di bidang dokumentasi dan mengolah data;dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BKD

sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan lGrier, melalui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Karier.

(3) Subkoordinator pada ayat(21terdiri dari:
Formasi dan Pengadaan Pegawai;
Jabatan;dan

Subkoordinator PengoLahan Data dan Informasi.

(4) Subkoordinator sebqgFimana dimaksud pada ayat (3) dljabat oleh
pejabat firngsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Formasi dan Pegawai mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta

a,
b.
c.
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melakukan pembinaan di bidang formasi dan pengadaan pegawai, yang
meliputi:
a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
b. analisis data dan informasi di bidang

formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
c. menJrusun bahan petunjuk teknis di bidang formasi pegawai dan

pengadaan pegawai;
d. mengelola bahan administrasi daftar susunan pegawai dan penetapan

formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
e. dan men5rusun bahan pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Daerah;
f.

ta,

h.

1.

pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil Daerah;
menyiapkan bahan perumusan penetapan rekomendasi pengadaan
Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum
Daerah;

bahan perumusan penetapan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

bahan perumusan penetapan

bahan
Pegawai

penetapan

dan

dan

dan
dengan Perjanjian Kerja di

evaluasi,
Pegawai

j
lingkungan Pemerintah Daerah;

bahan penetapan kebijakan,
pengawasan, dan pengendalian, serta

Bukan Aparatur Sipil Negara pada Perangf<at Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

k, menyiapkan bahan perumusan penetapan perpanjangan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan
Daerah;

l. melaksanakan dan/ atau fasilitasi melaksanalan Ujian Dinas, Ujian
Penyesuaian ljazah, Ujian Peningftatan Pendidikan;

m. menyiapkan bahan perumusan penetapan izin seleksi dan penetapan
Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk tugas belajar dan izin belajar;

bahan fasilitasi seleksi penerimaan calon Praja Institutn.

r

Pemerintahan Dalam Negeri;
o. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang formasi

dan pengadaan pegawai;
p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Karier di bidang formasi dan
pegawai;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang
formasi dan pengadaan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier sesuai dengan tugas

Pasal 18

Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melaksanakan kebiiakan teknis, serta melakukan

pembinaan di bidang jabatan, yang meliputi:
a. men]rusun dan melaksanakan rencana dan program ke{a di bidang

jabatan;
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b. mengumpulkan, mengol,ah, menganalisis data dan informasi di bidang
jabatan;

c. men5rusun bahan petunjuk teknis di bidang jabatan;
d. menyusun bahan dan memfasilitasi penilaian kinerja (evaluasi kinerja

dan sasaran kinerja pegawai) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
e. menJrusun bahan penetapan kebiiakan dan memfasilitasi

penyelenggaraan sistem karier aparatur;
f. menyusun bahan fasilitasi layanan konseling karier aparatur;
g. melaksanakan evaluasi, menrusun analisa, dan menyiapkan bahan

rumusan kebijakan penempatan, pengangkatan, pemindahan,
penurunan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Aparatur
Sipil Negara;

h. menyiapkan bahan perumusan pengambilan sumpah jabatan/janji
dan pelantikan/ pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan
dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara;

i. melaksanakan penilaian kompetensi dan/atau memfasilitasi
melaksanakan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan
administrasi;

j. melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan pengawasan penilaian
angka kredit pejabat fungsional;

k. melaksanakan fasilitasi mengelola kelembagaan dan administrasi
sekretariat tim penilai angka kredit pejabat fungsional;

l. meLaksanakan fasilitasi Tim Penilai Kinerja atau badan pertimbangan
jabatan dan kepangkatan (Baperjakat);

m. menyiapkan dan menyusun bahan konsultasi pengangkatan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama;

n. menyiapkan bahan penetapan Surat Perintah Pejabat Pelaksana
Harian (Plh.)/Pelaksana Tuga.s (Plt.) pimpinan tingg pratama,
administrator, pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purrvorejo;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang jabatan;
p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Karier di bidang jabatan;
q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang

jabatan;dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perencanaan dan Pengembangan lGrier sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Pengolahan Data dan Informasi memprrnyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebliakan teknis, serta
melakukan pembinaan di bidang pengolahan data dan informasi, yang
meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

mengolah data dan informasi;
b. mengumpulkan, mengolah, analisa data dan informasi di bidang

mengolah data dan informasi;
c. menJrusun bahan petunjuk teknis di bidang mengolah data dan

informasi;
d. menyusun bahan mengolah data dan penyajian informasi, serta

publikasi dan dokumentasi kepegawaian;
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e. menJrusun bahan pengembangan, mengelola dan pemeliharaan
teknologi dan sistem informasi kepegawaian dan arsip/tata naskah
kepegawaian;

f. menyusun bahan melaksanakan mengolah dan pemutal*riran
database kepegawaian, serta men5rusun daftar urut kepangkatan;

g. melaksana}an penyimpanan, perekaman, pemeliharaan dan layanan
informasi arsip dan tata naskah kepegawaian;

h. menyusun bahan fasilitasi layanan revisi dan penetapan perubahan
nama dan tanegal lahir, permasalahan data kepegawaian, nomor
induk pegawai;

i. menyusun bahan fasilitasi layanan informasi dan pelaporan mutasi
keluarga aparatur;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
pengolahan data dan informasi;

k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepa.da Kepa1a Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Karier di bidang pengolahan data &
informasi;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang
pengolahan data dan informasi; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepaLa
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagan Kelima
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKD.

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepa1a
Bidang.

Pasal 21

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebiiakan teknis, membina, melaksanakan, dan
mengendalikan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang
meliputi pengembangan kompetensi manajerial serta pengembangan
kompetensi teknis dan fungsional.

Pa J22

Dalam melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang pengembangan kompetensi manajerial;
b. penyiapan perumusan kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang pengembangan kompetensi teknis dan
fungsional;dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BKD
sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia,
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (l) huruf d, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Sumber Daya Manusia melalui
penetapan seb"gSi Subkoordinator sesuai dengan rrang lingkup
tugasnya dan jawab kepada Kepala Bidang

Sumber Daya Manusia.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
Su
Su

bkoordinator Pengembangan Kompetensi Manajerial;dan
Kompetensi Teknis dan

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk
dengan diberikan tugas tambahan
tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Manqjerial mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis, serta
melakukan pembinaan di bidang pengembangan kompetensi manajerial,
yang meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

pengembangan kompetensi manajerial;
mengolah , analisa data dan informasi di bidang

pengembangan kompetensi manajerial;
c. menJrusun bahan teknis di bidang

d. analisis kebutuhan pengembangan
manajerial;

e. menJrusun kualifikasi calon peserta pengembangan
manajerial, serta
manajerial;

f. memantau, mengendalikan dan evaluasi melaksanakan serta paska
pengembangan kompetensi manajerial;

g. menJrusun, merencanakan dan menganalisis kurikulum, silabi dan
metode teknis pengembangan kompetensi manajerial;

h. koordinasi di bidang
pengembangan kompetensi manajerial;
menyampa.ikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Sumber Daya Manusia di bidang pengembangan
manajerial;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang
bidang pengembangan kompetensi manajerial;dan

k. melaksanalran tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas

a.
b.

b.

l.
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Pasal 25

Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
keb{iakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengembangan
kompetensi teknis dan fungsional, yang meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan pnogram kerja di bidang

pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi di bidang

pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
c. menJrusun bahan petunjuk teknis di bidang pengembangan

kompetensi teknis dan fungsional;
d. menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi teknis dan

fungsional;
e. menJrusun kualifikasi calon peserta pengembangan kompetensi teloris

dan fungsional;
f. memantau, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan serta paska

pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
g. men5rusun, merencanakan dan analisa kurikulum, silabi dan metode

teknis pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
h, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pengembangan
kompetensi teknis dan fungsional;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang
pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagran Keenam
Bidang Mutasi Dan Pembinaan

Pasal 26

(1) Bidang Mutasi dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BKD.

(2) Bidang Mutasi dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal2T

Bidang Mutasi dan Pembinaan mempunyai tugas menyiaplran perumusan
keb[ia]an teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang
mutasi dan pembinaan, yang meliputi kepangkatan, pembinaan,
kesejahteraan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Bidang Mutasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengendalian di bidang kepangkatan;
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b. penyiapan perumusan kebiliakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang Pembinaan;

c. penyiapan perumusan kebljakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang pemindahan dan pemberhentian;dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BKD
sesuai dengan tuga.s dan fungsi.

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Bidang Mutasi dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Mutasi dan Pembinaan, melalui
penetapan 5glegai sesuai dengan ruang linglup
tugasnya dan bertanggungjawab lrepada Kepala Bidang Bidang
Mutasi dan Pembinaan.

3) Subkoordinator pada ayat (21terdiri dari:

Pembinaan;dan
Pemindahan dan Pemberhentian.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3
pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk
dengan diberikan tugas tambahan
tuga.s dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 3O

Subkoordinator Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan keb[ia]an teknis, serta meLakukan

pembinaan di bidang kepangkatan, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

b. mengumpulkan, mengolah, analisa data dan informasi di bidang

c. menJrusun bahan petunjuk teknis di di bidang kepangkatan
dan menyusun bahan administrasi Kepangkatan Pegawai

Negeri Sipil Daerah;
e, mengelola bahan administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Daerah;
f. mengelola bahan administrasi penetapan kenaikan gaji berkala dan

inpassilg gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah;
g. mengelola bahan administrasi peninjauan masa kerja Pegawai Negeri

Sipil Daerah;
bahan penetapan cuti pegawai, izin menjadi anggota

Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) dan Tenaga
Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
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i. menangani pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai
Elelrtronik (KPE), Karhr Istri (I(ARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Ihrtu
Tabungan Asuransi Pensiunan ([ASPEN);

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
kepangkatan;

k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepa.la Bidang
Mutasi dan Pembinaan di bidang kepangkatan;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang
kepangkatan;dan

m. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 31

Subkoordinator Pembinaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis, serta melakukan
pembinaan di bidang Pembinaan, yang meliputi:
a. menJrusun dan melaksanakan rlencana dan program kerja di bidang

Pembinaan;
b. mengumpulkan, mengoliah, analisa data dan informasi di bidang

Pembina.an;
c. men]rusun bahan petunjuk teknis di bidang Pembinaan;
d. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian;
e. melaksanakan pembinaan disiplin pega.wai;
f. melaksanakan menyusun indikator, pemantauan, pengendalian dan

evaluasi sistem hasil penilaian kinerja pegawai;
g. menyiapkan bahan penetapan keputusan hukuman disiplin;
h. menyiapkan dan men5rusun bahan penetapan keputusan izn

perkawinan kedua dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
i. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan keputusan izrn Vagi

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa
atau Perangkat Desa;

j. melaksanakan pemantau, pengendalian, evaluasi netralitas pegawai;
k. merumuskan pertimbangan penetapan kecelakaan kerja, cacat dan

tewas karena dinas, penetapan penyakit dan kematian akibat kerja
serta persetujuan pemberian uang duka wafat dan tunjangan cacat
karena tugas dinas;

l. menangani pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
yang berprestasi;

m. menangani pemberian penghargaan Sat5ra kncana lGrya Satya bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

n. menangani Tabungan Perumahan (TAPERUM) bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah;

o. menangani pemberian kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
yang akan purna tugas;

p. menangani uji kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

Pembinaan;
r. melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan konseling bidang

pembinaan pegawai;
s. memfasilitasi uji kesehatan pegawai yang sakit;
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t. menyampa.ikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Mutasi dan Pembinaan di bidang Pembinaan;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang
Pembinaan;dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 32

Subkoordinator Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta
melakukan pembinaan di bidang pemindahan dan pemberhentian, yang
meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rlencana dan program kerja di bidang

pemindahan dan pemberhentian;
b. mengumpulkan, mengolah, analisa data dan informasi di bidang

pemindahan dan pemberhentian;
c. menJrusun bahan petunjuk teknis di bidang pemindahan dan

pemberhentian;
d. menyiapkan dan menyusun bahan penempatan alih tugas pegawai

pada unit kerja;
e. menyiapkan dan menJrusun bahan penempatan pegawai

dipekerjakan / diperbantukan ;
f. mengelola bahan administrasi perpindahan wilayah kerja pegawai,

masuk dan keluar;
g. menyiapkan bahan penetapan keputusan pemberhentian pegawai;
h. menangani administrasi pensiun pegawai dan kenaikan pangkat

pengabdian serta anumerta;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

pemindahan dan pemberhentian;
j. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Mutasi dan Pembinaan di bidang pemindahan dan pemberhentian;
k, melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang

pemindahan dan pemberhentian pegawai;dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Mutasi dan Pembinaan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 33

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis
penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

Pasal 34

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Bagran Kedel,apan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

(1) Pejabat Fungsional
fungsional pada BKD.

sebagai pelaksana teknis

(2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau
Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
tugas Jabatanfungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam peta jabatan berdasarkan andisis tugas dan fungsi

unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan peqmdang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional SrJ dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat F ungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Passl 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai
masing-masing berdasarkan ketentuandengan Jabatan

BAB tV

TATA KER-'A

Pasal 37

KepaLa BKD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Kepala BKD, Sekretaris, KePa.la Kepala Subbagian,
Kepala UPT dan Jabatan dalam

melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang
meliputi
evalrrasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tuga.s masing-masing.
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Pasal 39

Dalam meLaksanakan tugas, Kepala BKD, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan

prinsip koordinasi, integrasi danwajib
sinkronisasi secara vertikal rnaupun horizontal baik ke dalam maupun
antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta
instansi Lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 4O

(1) Kepala BKD, Sekretaris, Kepala Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan Kepala UPT pada Badan bertanggung jawab
dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-
masing.

(2) Kepafa BKD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 5u![qgian, dan
Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab
pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat
waktu.

(3) Dalam menyampa.ikan l,aporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BKD, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPI dari
bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun
laporan lebih lanjut dan dljadikan bahan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kepala BKD, Sekretaris, Kepala Bidang, KePala dan
Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat

V

dan diberhentikan oleh pejabat yang hnrenang
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 43

(1) BKD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur
sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berliaku, pejabat yang diangkat di
lingkup BKD berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 85 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten tetap
melaksanakan tugas dan fi.rngsinya sampai dengan diangkat pejabat baru
berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 85 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BKD
Purworejo w4iib dan
dengan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang memerintahkan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanegal : 2J gept eaber 202'l

BUPATI ORBIO,I

AGUS BASTIAN

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS PURWORE.'O,

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH I(ABUPATEN PURWORF^IO
TAHUN 2C21 NOMOR ?4 SERI } NOMOR 21
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BAGAI| ORGAITIAASI
BADAIT I(EPEGAWAIAI| DAERAII
KABI'PATEI| PURWORE'O

I"AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE"'O
NOMOR: 74 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA
BADAN KEPEGAWAI.AN DAERAH
KABUPATEN PURWORE.IO

I BUPATI PURwoRE",o,}
(*

20

d

KEPAI,A BKD

SEKRETARIATKELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI,
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MUTASI DAN PEMBINAAN
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FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN
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PENGEMBANGAN KARIER
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PENGEMBANGAN
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